


Pada 6 Januari 2025 lalu, Pj.
Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi
mengeluarkan Peraturan Gubernur
(Pergub) Nomor 2 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pemberian Izin
Perkawinan dan Perceraian. Salah
satu isinya, ASN di Pemprov
Jakarta diperbolehkan melakukan
praktik poligami.



Pergub ini sangat merendahkan dan
merugikan perempuan, terlihat dalam
pasal mengenai alasan untuk berpoligami:



Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri)
mengatakan Pergub bertujuan memperketat
proses poligami atas dasar perlunya membina
orang-orang berumah tangga dan angka
perceraian di Jakarta yang tinggi.

Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) bahkan
mengungkapkan aturan ASN Jakarta berpoligami
merupakan upaya untuk melindungi para istri.

Setelah muncul penolakan dari
masyarakat, unsur pemerintah pusat pun
ikut memberikan dalih untuk Pergub ini...

Pergub No. 2 Tahun 2025 merupakan
turunan dari Peraturan Pemerintah
(PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi PNS



Pergub ini melanggengkan diskriminasi dan penindasan
terhadap perempuan, sebagaimana ditunjukkan dalam
alasan diperbolehkannya poligami. Alasan tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai istri sangat subjektif dan
dipengaruhi oleh budaya dan pola pikir patriarkis yang
menempatkan kewajiban perempuan di ranah domestik.
Alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan sangat diskriminatif terhadap
perempuan disabilitas. Sementara alasan istri tidak dapat
melahirkan keturunan adalah bentuk subordinasi yang
melihat perempuan dalam peran reproduksi / penghasil
keturunan semata.

Cakra Wikara Indonesia mengecam
Pergub No. 2/2025 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Perkawinan
dan Perceraian:



Menurut Komnas Perempuan dan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia
(KUPI), poligami adalah salah satu
bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Fakta juga menunjukkan bahwa praktik
poligami berpotensi besar memicu tindak
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dengan keluarnya Pergub ini, maka
kekerasan terhadap perempuan
dimungkinkan oleh kebijakan formal
yang dikeluarkan oleh pimpinan
pemerintahan daerah.



CWI menuntut agar pemerintahan
provinsi Jakarta yang baru nanti, setelah
dilantik pada Februari 2025, menarik dan
membatalkan Pergub ini. 

Pemerintah di tingkat pusat juga harus
mencabut PP No. 45 Tahun 1990 yang
mengizinkan praktik poligami oleh ASN
laki-laki.
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